
SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1O TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa tempat parkir kenderaan bermotor terus bertambah
jumlahnya sejalan dengan peningkatan perekonomian dan

perkembangan daerah;

b. bahwa tempat parkir kenderaan bermotor diluar badan jalan yang

diselenggarakan oleh orang atau badan hukum memiliki potensi

untuk meningkatkan pendapatan daerah;

c. bahwa dengan diterapkannya undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, tempat parkir

diluar badanlalan merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang

dapat diberlakukan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c pLrlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pajak Parkir.

1. Undang-undang Nomor '19 Tahun 1997 tentang Penagihanfajak
dengari Surat p:afsa (Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun

tggT Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 1g Tahun 21000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan. Paiak d"!q?l
Surat Fatsa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 12g, Tambahan Leirbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3987),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2oQ2 tentang Pengadilan Ptry
(LembJran rueiara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomat 27,

Tambahan Lenibaran Negara Republik lndonesia Nomor 4189);

3.Undang.UndangNomor2Tahun2003tentangPembentukan
Kabuplten Taiah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi



Kalimantan setatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2003 Nomor ZZ,ianibanan Lembaian Negara Republik lndonesia

Nomor a265);

4. undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

perbendahrr".'i Negara, (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor- 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4533);

5'Undang.UndangRepubliklndonesiaNomorl0Tahun20a4
Tentan! peribentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53

Tambahan Lem'baran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

6' Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004,

Tentarig peirerintahan Daerah. (Lembaran. Negara Republik

lndonelia Tahun 2OA4 No.125. Tambahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia No.4488);

7, Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimb-angan X-euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (r_Lmnaian iegrr" Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

126, rahOanan Lem6aran Negara Republik lndonesia Nomor

4438);

S.Undang-UndangNomor2STahun200gtentangPajakDaerahdan
Retribusi OaerIn (tembaran Negara Republik_lndonesia Tahun

2009 Nomor t 30, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 50a9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Oaeian iLembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140);

10, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

provinsi Oan iemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Repuuil indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

(Leltrbaran itlegrt, Republik lndonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara

pemberian fnreniif Orn Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak

Daerah oan neiriousi Daerah (Lembaran .Negara Republik

lndonesia ranun ioi0 Norno. 11g, Tambahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5161) ;

12'PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor02Tahun200S
tentangUrusanPemerintahyangmenladiKewerranganPemerintah
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan fanln iOOe Nofior 0i, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Balangan Nomor 43);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ryTo'.03 Tahun 2008

tentang pemu"nturin brganisasi ban Tata Kerja Perangkat

DaerahKabupatenBalangan(LembaranDaerahKabupaten
Balangan frnln')OOg Norior 0i, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten e.i"ngrn Nomor 44) sebagaimana dirubah dengan

peraturan pr"rlrr"Nomor g Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturanpr-"ortfanupatenBalanganNomor03Tahun2003



tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daeraf, Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 200g tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG

PAJAK PARKIR.
Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah'

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

perangkat daerah sebagai unsur

4.

5.

o.

Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu. di. bidang perpajakan daerah

seiuai dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku.

PenyidikPegawaiNegerisipilvangselanjutnyadisebut,g:tg?!Il.T:.adalah
p"nyiOif Peg-awai Negeri Sipil Kabupaten ebtangan yang bertugas sesuai dengan

kewenangan yang diaiur dalam peraturan perunding-undangan yang berlaku'

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak irelakukan usaha yang meliputi

perseroan Terbatas, Perseroan Komand-lter, Perseroan lainnya, B-alan Usaha Milik

Negara atau Daeralr dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'

pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas

penyelenggaraan teripat parkii di [uar badan jalan, baif yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang JiieOiaian sebagai suatu usaha, termasuk

penlediaan tempat penitipan kendaraan bermotor'

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

7.

8,

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan

teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri
yang digerakkan oleh Peralatan

Vrng daPat diPergunakan untuk



mengangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang

t"rp"titl.i jalur,iaian sendiri dan berjalan di atas rel'

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD' adalah surat

yang oteh Wajib Pajak digunafah ,intuX meliporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek paj?k daniatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban ,"ru'ii dengan'ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Paiak'

12, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak' pemotong

pajak,danpemungutpaja}<,yangmempunyaihakdankewajibanperpajakansesuai
dengan ketentuan 

-peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang

diatur dengan F"r"lrtin Kepala paeran paling lama 3 (tiga) bulan kalender' yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitlng, menyetor' dan melaporkan paiak

yang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya. 1 (satu) tahun kalender' kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun Ouf.,i,rng tidak sama dengan tahun kalender'

15. Pajak yang terutang adalah paiak yang harus-dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tan"un Pajak, 
-atau 

d-alam Bagiah Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'

16, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subjek p;J.k; penentuai u"rrrny-, pajak yang terutang sampai kegiatan

penaginin prj"r. kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban' modal'

penghasilan dan biaya, serta jumlan f1.tg, perotJnan dan penyerahan barang atau

jasa, yang ditutup dengan. menyusun tap-oran keuangan berupa neraca dan laporan

iaOa'rlgi untuk periode Tahun Pajak tersebut'

lg.surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya..disingkat ssPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran p;lrk" Vrng t"f"h dilakukln dengan menggunakan

formutir atau telah dilakukan d;il; ;;ra lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati'

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang.selanjutnya disingkat SKPDKB'

adarah surat ketetapan pajak v.-ng 
-*-"#niukrn- 

besarhya jumrah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah fe3uranian pembayaran poko[ pajak' besarnya sanksi

Ld*initttrtif, dan lumtafr pajak yang masih harus dibayar'

20. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetrp"n pijak yang menentukan iambahan atas jumlah

pajak Yang telah ditetaPkan'

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat.SKPDN' adalah

surat ketetapan pajak yang mene;i;k;; ju,ir"n ngior pajak sama besarnva dengan

jumtah kredit p.il[rt"iipa]aX tidit< teruting dan tidak ada kredit pajak'

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB'

adalah surat ketetapan paiak Vrng ;"n-#ufin juirah keiebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih bEsaiJaripaoa fajak yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.



23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selaniutnya dising.kat STPD' adalah Surat untuk

melakukan tagihan pajak danlatau santri'roriniJtratif berupa bunga dan/atau

denda.

24. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan terlentu

dalam peraturan perundang-rnoangan nlrpa;axan.daerah yang terdapat dalam

Surat pemberitahuan Pajak f"iuirng,' S.ltit Ketetapan l"i'.k laerah' Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang S.y"rr, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambalrin, Surat Ketetapan-F"f'rx laerah Nihil' Surat Ketetapan Paiak

Daerah Lebih Ary",i Surat Tagiiran p#f Daerah, Surat Keputusan Pembetulan'

atau Surat KePutusan Keberatan'

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keteiapan Pajak Daerah,. SYfl Ketetapan

pajak Daerah Xurang Bayai a;;;i 
.fetetapan p'ajaf Daerah Kurang Bayar

Tambahan, surat Ketetapan paia[ pr"on Nlhit, surat Ketetapan Pajak Daerah

LebihBayar,atauterhadappemotonganataupemungutanolehpihakketigayang
diajukan oleh Wajib Pajak'

26. putusan Banding adalah putusan badan peradilan pllar atas banding terhadap surat
-'' 

K;prisan KeO#atan yang diajukan oleh Wajib Paiak'

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan iniormasi keuangan yang. meliputi harta' kewaiiban' modal'

penghasilan dan biaya, serta iumtan ;;tg" perotifran dan penyerahan barang atau

jasa, yang ditutup dengan. *"nyrrun tapiran keuangan berupa neraca dan laporan

irf"'rirgi irntuk periode Tahun Pajak tersebut'

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

DengannamaPajakParkirdipungutpajakataspenyelenggaraanparkir.

Pasal 3

(1) objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan' baik

yang disediakan berkaitan aeng;n iJxor usaha maupun yang disediakan sebagai

suatuusaha,termasukpenyediaantempatpenitipankendaraanbermotor'

(2)Tidaktermasukobje}<pajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:

a,penyelenggaraantempatParkirolehPemerintahdanPemerintahDaerah;

b.penyelenggaraantempatParkirolehperkantoranyanghanyadigunakanuntuk
karyawannYa sendiri;

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat' dan perwakilan negara

ising dengan asas timbal balik;

d. penyelenggaran tempat parkir oleh institusi pendidikan yang hanya digunakan

irntrjt< aktivitas pendidikan; dan

e.penyelenggaraantempatparkirolehpengelolatempatibadahuntukpelaksanaan
kegiatan keagamaan;


